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ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya
dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat
dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia
dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu : kebutuhan
primer, sekunder, dan tersier.

Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun
perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada
dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk dapat memenubhi
kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan
tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit.

Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena
membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya
kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet).

Menghadapi pembiayaan yang macet tersebut, perusahaan leasing melalui debt
collector sering melakukan aksinya yaitu: melakukan penyitaan kendaraan
bermotor yang dikredit oleh lessor

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN
KREDIT”

Dengan permasalahan sebagai berikut : Hubungan hukum antara debt collector
dengan debitor. dan Bentuk perlindungan hukum terhadap debt collector yang
melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit, sedangkan
metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif
atau kepustakaan. Disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara debt collector
dengan debitor yakni debt collector dalam melakukan pekerjaannya bertindak
sebagai lessor berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh lessor kepada debt
collector untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan
hukum bagi debt collector dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan
berdasarkan pemberian kuasa dari lessor kepada debt collector sebagaimana
ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.
Perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan
kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila debt collector
dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana
tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi karena dalam
perjanjian leasing telah diperjanjikan pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUH
Perdata, sehingga pengambilan objek leasing tidak memerlukan putusan Hakim,
dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan antara lessor dengan lessee.



ABSTRAK

Humans as social beings need other human assistance in living their daily
lives. Because, there are things that humans cannot do without the help of others.
Apart from that, humans in their lives also have 3 (three) basic needs, namely:
primary, secondary and tertiary needs.

Facing these needs both humans and companies always want to fulfill it
entirely because they basically want to live decent and always have enough. To be
able to meet these needs, what happens is that both people and companies do not
buy goods in cash but in installments or credit.

Fulfillment of needs that are motivated by debt, because buying goods in
installments, it is often found that the state of payment is less or not smooth (the
debt becomes jammed).

In the face of the bad financing, leasing companies through debt collectors often
carry out their actions, namely: confiscating motorized vehicles that are credited
by the lessor

Therefore the author takes the title "LEGAL PROTECTION OF DEBT
COLLECTORS IN THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TAKING
ASSIGNMENT AS A CREDIT GUARANTEE"

With the following problems: The legal relationship between debt collector and
debtor. and Forms of legal protection for debt collectors who take motorized
vehicles for credit guarantee objects, while the research method used is normative
legal research methods or literature. It was concluded that the legal relationship
between debt collector and debtor, the debt collector in carrying out his work,
acts as a lessor based on the power of attorney given by the lessor to the debt
collector to collect or take the collateral object from the debtor. The legal basis
for debt collectors in carrying out their duties is carried out based on the
authorization of the lessor to the debt collector as stipulated in Article 1792 and
Article 1795 of the Civil Code concerning a special power of attorney. Legal
protection for debt collectors who carry out motorized vehicle collection can be
applied if the debt collector does not violate the provisions of Article 368 of the
Criminal Code concerning extortion. Furthermore, this legal protection occurs
because the leasing agreement has been agreed to waive Article 1266 of the Civil
Code, so that taking the leasing object does not require a Judge's decision, and
the decision is also agreed between the lessor and the lessee



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dibahasas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a.

Hubungan hukum antara debt collector dengan debitor yakni debt collector
dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai lessor berdasarkan surat
kuasa yang diberikan oleh lessor kepada debt collector untuk menagih atau
mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi debt collector
dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian
kuasa dari lessor kepada debt collector sebagaimana ketentuan Pasal 1792
dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.

Perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan
kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila debt
collector dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368
KUH Pidana tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi
karena dalam perjanjian leasing telah diperjanjikan pengesampingan terhadap
Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek leasing tidak
memerlukan putusan Hakim, dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan

antara lessor dengan lessee.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran

sebagai berikut:

91



a.

92

Hendaknya pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia membuat undang-undang secara khusus tentang
lembaga leasing dan tentang peranan debt collector dalam penagihan utang.
Hal ini mengingat belum adanya peraturan yang berbentuk undang-undang
yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan.

Hendaknya pihak Lessor atau perusahan-perusahan pembiayaan pada
umumnya, seharusnya membuat pelatihan kepada Debt Collector dalam hal
interaksi penagihan yang dilakukan oleh Debt Collector, sehingga tugas-tugas
yang dikerjakan oleh Debt Collector terarah dengan benar dan tidak ada lagi

kasus kekerasan yang dilakukan oleh Debt Collector.
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